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BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR {34.4/g  TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI BANJARNEGARA,

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398); :

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahaq/'.Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI

Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2018
Nomor 971, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor

6219);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 46
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan
Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan



Menetapkan

KESATU

KEDUA

e R R s W R e B e e S s e SR S B S s =
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 ‘tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undz ngan (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor
157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan
Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak
Ketiga (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 371);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

a. menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama
Daerah;

b. menyusun Pemetaan Kerja Sama Daerah dengan
Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak
Ketiga;

c. memberikan saran terhadap proses Kerja Sama
Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah
dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. menyiapkan kerangka acuan/proposal Kerja Sama
Daerah dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah
dengan Pihak( Ketiga dan Sinergi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan
kerja Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, Kerja
Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari
pemrakarsa,;

f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, Perjanjian
Kerja Sama, kontrak Kerja Sarna, dokumen Kerja
Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama
Daerah dengan Pihak Ketiga lainnya dan/atau Nota
Kesepakatan Sinergi dan rencana Kerja;
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menandatangani Kesepakatan Bersama, Perjanjian
Kerja Sama, kontrak Kerja Sama, dokumen Kerja
Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama
Daerah dengan Pihak Ketiga serta Nota Kesepakatan
Sinergi;

. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan

pelaksanaan  kerja sama  serta  penyelesaian
permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa yang
timbul dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan
Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah;

memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah terhadap rencana Kerja Sama Daerah
dengan Daerah Lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak
Ketiga dan Sinergi antara Pemcrintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan
daerah; dan

menyusun laporan semester dan laporan tahunan
pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain,
Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga serta Sinergi
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13; _1_9991
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BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampajkan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi
Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang,
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Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;

Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;

Kepala Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara;

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara,

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjarnegara;
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KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA

'NOMOR 137.L /4
ZTENTANG

TAHUN 2021

"PENETAPAN TIM KOORDINASI KERJA

SAMA DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

NO JABATAN DALAM DINAS JABATAN
DALAM TIM
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Ketua
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten| Wakil Ketua
Banjarnegara
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten| Sekretaris
Banjarnegara
4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara Anggota
5. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara Anggota
7. |Kasubag Administrasi Pemerintahan pada Bagian Anggota
Pemerintahan Setda Kabupaten Banjarnegara
8. Kasubag Administrasi Kewilayahan pada Bagian Anggota
Pemerintahan Setda Kabupaten Banjarnegara
9. Kasubag Kerja Sama dan Otonomi Daerah pada Bagian Anggota
Pemerintahan Setda Kabupaten Banjarnegara
10. | 3 (tiga) orang staf pada Bagian Pemerintahan Setda Anggota
Kabupaten Banjarnegara
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